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ABSTRAK 

Masrori Alfaurananda, (2022): Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan 

Produk Halal Terhadap Makanan yang 

Tidak Memiliki Sertikfikat Halal (Studi 

Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota 

Pekanbaru) 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaku usaha yang 

mengedarkan produk makanan olahan namun tidak memiliki sertifikat halal. 

Padahal sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Pasal 2 Ayat (1) dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang berbunyi produk yang 

masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki 

sertifikat halal. Namun masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan dan 

memperdagangkan makanan di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru tanpa 

memiliki sertifikat halal. Dinas yang menerbitkan sertifikat halal adalah Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Riau sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat 

halal di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan factor-faktor yang 

Mempengaruhi Pelaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap 

makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Tuah Madani Kota 

Pekanbaru.  

 Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis, dengan pendekatan 

penelitian yuridis empiris. Teknik pengambilan sampel adalah purposive 

sampling. Adapun sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data 

sekunder. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, angket, serta 

studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif 

dengan penarikan kesimpulan induktif.  

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa masih 

banyaknya pelaku usaha yang menganggap sertifikat halal tidak penting dan 

kesadaran hukum yang minim, hal ini dibuktikan dengan banyaknya makanan 

olahan yang beredar namun tidak memiliki sertifikat halal. Adapun faktor yang 

mempengaruhi terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di 

kecamatan tuah madani Kota Pekanbaru yaitu faktor kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam memilih suatu produk, kurangnya kesadaran pelaku usaha 

untuk menerbitkan sertifikat halal, kurang nya sosialisasi dari pihak berwenang, 

serta membutuhkan biaya yang cukup banyak dalam menerbitkan sertifikat halal. 

 

Kata Kunci: Produk halal, BPJPH, Sertifikat Halal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yaitu negara yang 

menempatkan hukum pada posisi tertinggi bertujuan untuk menegakan kebenaran 

dan keadilan. Berdasarkan fakta implikasi dari politik hukum disebut Solly Lubis 

telah diderogasinya konsep negara hukum rechtstaat sebagaimana  termaktub 

dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yakni 

Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan kalimat diatas kedaulatan 

hukum merupakan pilarnya negara hukum, selain kedaulatan hukum pemerintah 

negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat.
1
 

Negara republik Indonesia saat ini juga mengalami perkembangan bisnis 

yang bergerak di bidang makanan, yang mana bisnis ini sangat menjanjikan untuk 

menjadi usaha dengan omset yang kecil sehingga banyak pelaku usaha lebih 

memilih menggeluti bisnis ini. kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang 

wajib. Baik itu pangan, obat-obatan maupun barang- barang yang dikonsumsi 

lainnya. produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan 

syariat islam yaitu ada tiga katagori, pertama zatnya, cara penyajiannya, dan cara 

mendapatkan makanan tersebut.
2
 Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat 

dengan (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk 

                                                           
 

1
M. Solly Lubis, dkk, Strategi Pendisiplinan Kembali Untuk Menanggulangi 

Kesemrawutan Dalam Kehidupan Nasional Dewasa Ini, USU Law Journal, Vol.3.No.2 (Agustus 

2015). 

 
2
http://www.halal.go.id/beritalengkap/236, 23 Oktober 2022. 
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mencakup penyediyaan bahan pengolahan penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian produk.
3
 

Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non 

muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Bukan hannya itu saja, 

didalam wajib bersertifikat halal juga memeriksa terkait dengan peroses 

penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 

penjualan, dan penyajian.
4
 

Ketersediaan produk halal memiliki urgensi penting terkait kepastian hukum 

ketersediyaan produk halal memberikan keamanan, kenyamanan, dan 

perlindungan terhadap makanan yang meningkatkan nilai tambah dan daya saing 

produk, memberikan keuntungan timbal balik dan bisa menumbuhkan kerjasama 

terhadap perdagangan produk yang memiliki sertifikat halal. 

 Namun masih banyak dijumpai produk makanan yang belum bersertifikat 

halal yang mengakibatkan konsumen sulit untuk membedakan produk mana yang 

halal dan dapat dikonsumsi, dengan produk yang tidak halal. 

Konsumen akan lebih yakin jika pada suatu produk makanan terdapat label 

halal, yang dimaksut produk makanan yang memiiki halal, yaitu produk makanan 

yang memiliki sertifikat halal yang diberikan Lembaga Pengkajian Obat-obatan 

dan Kosmetik-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) sehingga produk 

makanan tersebut lebih terjamin kehalalannya dan memiliki kekuatan hukum. 

Akan tetapi pengawasan internal seringkali lemah dalam merealisasikan 

komitmen individu. Inilah yang menurut penulis harus adanya pengawasan 

                                                           
 

3
www.halal.go.id, 10 Oktober 2022. 

 
4
Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 

4. 

http://www.halal.go.id/
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eksternal yang dilakukan dan melakukan cara-cara yang beragam untuk 

menghimbau individu agar selalu komitmen kepada kaidah-kaidah konsumsi, dan 

mencegah segala bentuk penyelewengan dari garis konsumsi yang benar.
5
 

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya 

konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. 

Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang disediakan dan diberikan 

oleh pelaku usaha.
6
 Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan 

edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui 

pemasangan atau standarisasi mutu.
7
 

Sehingga tidak ada yang tau terkait makanan yang diperdagangkan, yaitu 

apakah sudah sesuai dengan stadar atau belum, karena pengusaha itu sendiri 

belum memiliki kekuatan hukum terkait bagaimana prosesnya dalam pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajiannya. Tentu 

ini sangat merugikan bagi konsumen yang membelinnya.
8
 Setiap kelompok 

konsumen memiliki perbedaan dan kebutuhan serta keinginan mereka berbeda 

dari konsumen satu dengan yang lainnya, sehingga pelaku usaha harus benar-

benar memperhatikan terkait dengan apa yang dibutuhkan konsumen salah 

satunya terkait dengan kehalalan suatu produk. Tentu ini menjadi kewajiban dari 

                                                           
 

5
https://ihatec.com/setifikasi-halal-untuk-produk/, 20 Oktober 2022. 

 
6
Asyhadie, Zaeni. Hukum Buisnis, Jakarta: Rajawali Pres, 2017, h. 54 

 
7
Cahyadi, Wisnu. Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), h. 38 

 
8
Rendra Topan, “Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen” artikel dari https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban- 

pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang-perlindungan-konsumen/, Diakses pada 20 Oktober 

2022. 
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pelaku usaha untuk memenuhi informasi suatu produk khususnya makanan, yang 

mana makanan tersebut sudah dijamain kehalalannya atau belum. 

Selain itu berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada disebutkan bawasannya perizinan usaha 

berbasis risiko harus memiliki sertifikat standar, yaitu salah satunnya sertifikat 

halal yang di perjelas pada Pasal 43 perizinan tunggal sebagaimana dimaksud 

pada ayat sebelumnya meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, 

dan sertifikasi jaminan produk halal.
9
  

Namun masih adannya dijumpai produksi makanan lebih tepatnya makanan 

olahan namun belom memiliki sertifikat halal, krupuk renyah (KR), kerupuk kulit 

kerbau, dan kerupuk tahu. Pengusaha yang bergerak dibidang industri pangan 

namun belum memiliki Sertifikat halal di Kecamatan Tuah Madani Kota 

Pekanbaru.  

Wajibkannya bersertifikat halal ini mengacu pada Peraturan pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap produk yang 

masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal 

yang ada didalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua produk yang beredar atau di 

perdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal karena pada dasarnya 

                                                           
 

9
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 37 Ayat 

(2). 
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ada undang-undang mengatur terkait dengan produk yang halal dan bersertifikat 

halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 

kepada konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen 

atau pelaku usaha.
10

 

Namun masih adanya dijumpai pelaku usaha yang mengedarkan produk 

makanan olahan namun belum memiliki sertifikat halal. Ini tentu merugikan bagi 

masyarakat karena konsumen tidak mendapatkan jaminan, atau suatu 

perlindungan yang pasti terhadap halalnya suatu produk, baik dari segi bagaimana 

cara mengelola dan bagaimana kandungan gizi yang ada pada suatu produk yang 

beredar.
11

 

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan membuat judul: “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang 

Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat 

Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)”. 

B. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas arahan dalam tulisan ini, maka penulis memberi batasan 

pembahasan penelitian ini tentang bagaimana pelaksanaan sertifikat halal dan 

kewajiban pelaku usaha makanan untuk memiliki sertifikat halal di Kecamatan 

Tuah Madani Kota Pekanbaru. 

                                                           
 

10
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Pasal 2. 

 
11

Aufa Aulia Kanza dan Sukma Chaedir Umar, Mutu Gizi dan Keamanan Pangan, 

(Bandung: Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, 2015), h. 2. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 

terhadap makanan yang tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di 

Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)? 

2. Apa faktor yang Mempengaruhi Pelaksanakan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki Sertifikat 

Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan dari 

penulisan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk 

Halal terhadap makanan yang tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi 

Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru). 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanakan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang 

tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani 

Kota Pekanbaru). 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambahkan refrensi 

Hukum Bisnis. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh penulis selama 

dibangku perkuliahan dengan realita yang ada dilapangan. 

2) penulis berharap dengan adannya penelitian ini dapat membantu para 

pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Teori Pelaksanaan 

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang 

dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. 

Menurut Siagian pelaksanaan diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang 

harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para 

bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi 

tercapainya sebuah tujuan.
12

 Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya 

menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan yaitu suatu tindakan 

atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun dengan baik dan 

terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 

siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.
13

 

Setiap lembaga yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk 

membentuk, memutus dan melaksanakan substansi hukum merupakan institusi 

yang berwenang menurut hukum.
14

 

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Penerepan 

merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan 

semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan 

                                                           
 

12
Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5. 

 
13

Abdullah Syukur, Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan 

Relevansinya Dalam Pembangunan, (Jakarta: Persaidi Ujung Pandang, 1987), h. 40. 

 
14

Nur Hidayat dan Desi Apriani, Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: 

Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Konstitusi Vol 19 No. 1 Maret 

2022, h. 230. 
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dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, 

dimana tempat pelaksanaanya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, 

suatu proses rangkaian. 

Kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan 

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun 

operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari 

program yang ditetapkan semula. 

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli, menurut G. R Terry 

dalam Sukarena, memberi definisi pelaksanaan adalah membangkitkan dan 

mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha 

dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan 

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
15

 Adapun 

menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan yaitu sebagai proses 

dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai 

suatu tujuan maka kebijakan itu di turukan dalam suatu program dan proyek.
16

  

Menurut Westra pelaksanaan ialah sebagai usaha-usaha yang dilakukan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa 

yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu 

dimulainya.
17

 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan 

                                                           
 

15
Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 10. 

 
16

Ibid, h. 11 

 
17

Ibid, h. 11 
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pengertian pelaksanaan yaitu upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi 

berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.
18

 

2. Teori Jaminan Produk Halal 

 Didalam peraturan pemerintah Jaminan Produk Halal yang selanjutnya 

disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang 

dibuktikan dengan sertifikat halal.
19

 Dengan demikin, produk halal dimaknai 

dengan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Proses 

Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk 

menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
20

 

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 

menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana 

pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di 

Indonesia.
21

 

a. Produk Halal 

Pangan adalah segala sesuatu yang bersal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak di olah yang diperuntukan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 

                                                           
 

18
Rahardjo Adisamita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2011), h. 30. 

 
19

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 Ayat (1). 

 
20

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 Ayat (4). 

 
21

Indonesia, Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 

Tanggal 30 November 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemerintah Pangan Halal. 
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pangan, dan bahan baku pangan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.
22

 

Produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syarat 

islam. Berkaitan dengan proses produk halal yaitu rangkian kegiatan untuk 

menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga bagaimana 

penyajian produk.
23

 

Kata halal berasl dari bahasa arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, 

secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas 

atau tidak terikat dengan ketentuan- ketentuan yang melarangnya. Adapun thayyib 

berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya, atau tercampur 

benda najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan 

yang mengandung selera konsumennya yang tidak memttbahayakan fisik serta 

akalnya, yang secara luas dapat diartikan degan makanan yang menyehatkan.
24

 

b. Proses Pemberian Sertifikat Halal 

 Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang 

dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikat halal adalah surat keterangan 

yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat atau provinsi tentang 

halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang 

                                                           
 

22
Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 1 Ayat (1). 

 
23

Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 

Pasal 1 Ayat (1)  (2) dan (3). 

 
24

Aisjah Girindrs, Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, (Jakata: LPPOM-MUI, 2005), h. 

20. 
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diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh 

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI).
25

 

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Produk Halal (BPJPH),  Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 

Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga pemeriksa 

halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk 

halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan 

audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit 

memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa 

MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil 

audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.
26

 

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan 

Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem 

Jaminan Halal yang dikeluarkam oleh LPPOM-MUI. LPPOM-MUI mengangkat 

seorang atau tim auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin 

pelaksanaan produk halal. Menanda tangani kesedian untuk di inspeksi secara 

mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnnya oleh LPPOM MUI. Membuat 

laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal.
27

 

Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi 

produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data 

                                                           
 

25
Ibid, h. 22 

 
26

http://halal.go.id/beritalengkap/258, 22 Oktober 2022. 

 
27

Ibid.  
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perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. Barang 

yang sudah di isi beserta dokumen pendukungnnya dikembalikan ke sekretariat. 

LPPOM-MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan 

harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. LPPOM-MUI melakukan audit Tim 

auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, 

perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
28

 

Hasil pemeriksaan dan hasil laboratorium (bila diperlukan) 

dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM-MUI. Hasil audit yang belum memenuhi 

persyaratan diberitahukan kepada perusahaan. Jika telah memenuhi persyaratan, 

auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang komisi fatwa 

MUI. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap 

belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya akan disampaikan kepada 

produsen pemohon sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis 

Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalanya oleh komisi fatwa MUI. 

Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
29

 

Peraturan ini berlaku bagi semua pelaku usaha yang beredar dan 

diperdagangkan di wilayah Indonesia. Tujuan dari pemerintah mewajibkan pelaku 

usaha untuk memiliki sertifikat halal yaitu untuk menjamin keselamatan bagi 

konsumen, karena dengan adannya sertifikat halal konsumen bisa mengetahui 

bagaimana kualitas produk yang di konsumsi karena produk yang dikonsumsinnya 

sudah memiliki sertifikat halal. Disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan 

                                                           
 

28
https://regs.e-lppommui.org/, 20 Oktober 2022. 

 
29

http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi, 21 Oktober 2021. 

http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi
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Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah 

Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.
30

 

Didalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan bawasannya perizinan usaha berbasis 

risiko harus memiliki sertifikat standar, yaitu salah satunnya sertifikat label halal 

yang di perjelas pada Pasal 43 perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat 

sebelumnya meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan 

sertifikasi jaminan produk halal. Pasal ini berkaitan dengan usaha mikro dan 

usaha kecil yang disebutkan di Pasal 43 Ayat (1). Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa semua produk makanan yang beredar atau diperdagangkan di Indonesia 

wajib memiliki sertifikat halal.
31

 

c. Lebelisasi Halal 

Lebelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada 

kemasan produk untuk menunjukan bahwa produk yang dimaksud berstatus 

sebagai produk halal. Lebelisasi sebagai salah satu kegiatan dalam perencanaan 

produk, merupakan suatu kegiatan yang semakin penting dalam manajemen 

marketing.
32

 

 

                                                           
 

30
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 2 Ayat (1). 

 
31

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 37 Ayat 

(2). 

 
32

Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap 

Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan, 

Indonesian Journal Of Halal, h. 77 
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3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah diamanatkan 

oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa produk yang beredar di 

Indonesia terjamin kehalalan produknya oleh karena itu Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan 

produk yang beredar dan dipasarkan di wilayah Indonesia.
33

  

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat 

BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan 

Jaminan Produk Halal.
34

 Jaminan Produk Halal yang disingkat JPH adalah 

kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan 

sertifikat halal. Pelatihan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dilaksanakan 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pelatihan 

pendampingan Proses Produk Halal (PPH) sebagaimana dimaksud dilaksanakan 

sesuai dengan standar kurikulum, materi, dan tenaga pengajar yang ditetapkan 

oleh kepala badan. BPJPH memantau pelaksanan pelatihan pendampingan Proses 

Produk Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH.
35

 

Perubahan mendasar dalam proses sertifikat halal pasca terbitnya Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal. Salah satunya, 

proses sertifikat halal dilakukan beberapa pihak, tidak hanya Majelis Ulama 

                                                           
 

33
https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-

bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita, 12 Oktober 2022. 

 
34

Erizka Permatasari, Ketentuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-

lt5e041fbf43709, 09 November 2022. 

 
35

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Ayat (1). 
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Indonesia. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjelaskan 

setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam sertifikat halal sebuah produk yang 

diajukan oleh para pelaku usaha. Yang terlibat dalam sertifikat halal yaitu Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga 

Pemeriksa Halal.
36

 

Setiap pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam tahapan 

sertifikat halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki tugas menetapkan aturan, 

menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari 

pelaku usaha, dan menerbitkan sertifikat halal besrta label halal. Pihak yang 

berperan dalam proses sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia yang 

berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.  

Hasil sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia ini sangat mempengaruhi dari 

pada hasil yang akan diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (BPJPH) untuk menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.
37

 Setiap 

pelaku usaha yang mengajukan permohonan harus bisa mendapatkan nilai positif 

sehingga hasil sidang fatwa nantinnya yang akan disampaikan ke Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal sudah sesuai dengan standar dan ketentuan. 

Sementara Lembaga Pemeriksa Halal yang disingkat LPH bertugas 

melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk 

sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki 

oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga Penyelenggara Obat-obatan dan 
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http://www.Kemenag.go.id, 10 Oktober 2022. 
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http://halal.go.id/beritalengkap/557, 23 November 2022. 
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Kosmetik-Majelis Ulama Indonesia sebagai Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga 

Penyelenggara Obat-obatan dan Kosmetik-Majelis Ulama Indonesia juga 

melakukan pembinaan yang dilakukan khususnya kepada pengusha mikro dan 

kecil untuk benar-benar memahami pentingnya kehalalan suatu produk yang 

diperdagangkan. 

4. Perlindungan Konsumen 

 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia  

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
38

 Karena posisi 

konsumen yang sangat lemah maka konsumen harus dilindungi oleh hukum. Salah 

satu sifat dan juga tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada 

masyarakat. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adannya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
24

 Terkait 

dengan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut 

cukup memadai. Kalimat yang berbunyi “segala upaya yang menjamin adannya 

kepastian hukum”, diharapkan bisa menjadi benteng untuk meniadakan tindakan 

sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan 

perlindungan konsumen.
39

  

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa 

kedua istilah itu berbeda, bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian 

                                                           
 

38
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen, 

Pasal 1 Ayat (2) 

 
39

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 Ayat (1) 
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dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan 

kaidah- kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu 

sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan 

hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan 

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen 

dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa 

konsumen.
40

 

d. Hak dan Kewajiban Konsumen 

1. Hak Konsumen. 

 

Adapun hak-hak yang dimiliki konsumen adalah sebagai berikut:
41

 

a) Hak atas keamanan dan keselamatan. 

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin 

keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang 

diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian dalam 

mengonsumsi suatu produk. 

b) Hak untuk memperoleh informasi. 

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi 

yang disampaikan kepada konsumen merupakan salah satu bentk cacat produk, 

yaitu dikenal dnegan cacat produksi atau cacat karena informasi yang tidak 

memadai. Informasi tersebut diantaranya mengenai manfaat penggunaan produk, 

efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas 

produsen dari produk tersebut. 

c) Hak untuk memilih. 

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada 

konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai kebutuhan tanpa ada 

tekanan dari pihak tertentu. Hak ini hanya ada jika ada alternatif pilihan jenis 

produk tertentu. 

d) Hak untuk didengar. 

Hak ini berupa hak untuk bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan 

dengan produk apabila informasi yang diperoleh kurang memadai atau berupa 

pengadun atas adanya kerugian yang dialami atau berupa pertanyaan atau 
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AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit 

Media, 2014), h. 12. 

 
41

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsmen Edisi Revisi, 

(Depok: Rajawali Pres, 2019), 41-46. 
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pendapat tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan 

konsumen. 

e) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup. 

Hak ini merupakan hak yang mendasar karena menyangkut hak untuk 

hidup. Dengan demikian setiap konsumen berhak untuk memperoleh barang dan 

jasa untuk mempertahankan hidupnya. 

f) Hak untuk memperoleh ganti kerugian. 

Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, 

baik kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Untuk 

merealisasikan hak ini harus melalui prosedur tertentu baik diselesaikan diluar 

pengadilan ataupun melalui pengadilan. 

g) Hak untuk memperoleh pendidkan konsumen. 

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun 

keterampilan agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk dan 

konsumen dapat menjdai lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang 

dibutuhkan. 

h) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi 

konsumen dan lingkungan, yang mana hak ini diatur dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997. 

i) Hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang 

diberikan. 

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat 

permainan harga yang tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen bisa 

saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau 

kualitas dan kuantitas barangatau jasa yang diperolehnya. 

j) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. 

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah 

dirugikan akibat penggunaan produk, melalui jalur hukum. 

 

2. Kewajiban Konsumen, Adapun kewajiban konsumen adalah sebagai 

berikut:
42

 

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

barang dan jasa. 

Adanya kewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan 

prosedur pemakaian barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan 

hal yang sangat penting. Karena sering kali ditemui pelaku usaha yang tekah 

menyampaikan peringatan secara jelas terkait produk yang dijualnya namun 

konsumen tidak membacanya. Dengan adanya kewajiban ini memberi 

konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami 

konsumen. 
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b) Beritikad baik. 

Kewajiban beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang 

atau jasa. Hal ini disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan untuk 

merugikan produsen mulai pada saat melakuka transaksi dengan produsen. 

c) Membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati. 

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati adalah hal yang 

seharusnya sudah biasa dan mesti dilakukan demikian. 

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Kewajiban ini diangap sebagai hal baru, sebab sebeum diundangkannya 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hampir tidak ada kewajiban 

secara khusus seperti ini dalam perkara perdata. 

 

e. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

1. Hak Pelaku Usaha. 

Adapun hak dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:
43

 

a) Hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan 

b) Hak mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak 

beritikad baik 

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa 

d) Hak untuk rehabilitasi nama baik 

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainya 

 

Hak ini menyangkut hak-hak yang diatur diluar UUPK, yakni Undang-

Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, Undang- Undang Pangan, dan undang-undang lainnya. 

2. Kewajiban Pelaku Usaha. 

Adapun kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:
44

 

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. 

c) Memperlakukan konsumen secara jujur dan tidak diskriminatif. 

d) Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan. 

Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan merupakan 

kewajiban pelaku usaha yang harus dilakukan sejak awal produksi barang atau 

jasa dimulai. Dengan terjaminnya mutu barang dan jasa yang diperdagangkan 
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berarti menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam 

penggunaan produk barang dan jasa. 

Untuk menentukan produk makanan yang beredar dimasyarakat itu halal 

harus ada logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang hanya 

bisa dibuat pada kemasan makanan ketika sudah memiliki sertifikat halal. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan 

produk makanan dan minuman yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Kehadiran Undang-undang Perlindungan 

Konsumen Diharapkan dapat menciptakan Kegiatan Usaha atau bisnis yang fair 

tidak hanya bagi kalangan usaha, melainkan langsung untuk kepentingan 

konsumen.
45

 

Dalam beberapa pasal ditentukan adannya larangan bagi pelaku usaha yang 

apabila dilakukan dapat merugikan bagi konsumen.
46

 Lembaga Pengkajian 

Pangan Obat-obatan dan Kosmetika–Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) 

yang dibentuk oleh pemerintah dalam berperan aktif dalam mewujudkan 

perlindungan konsumen terkait kepastian hukum pada produk makanan, termasuk 

memastikan apakah produk yang beredar sudah memiliki jaminan halal, atau 

sertifikat halal atau belum. Ini juga adalah salah satu tujuan adannya Badan 

Penyelenggara Obat dan Makanan untuk memastikan terjaminnya bagi konsumen 

untuk mengkonsumsi
. 

Produk yang dikonsumsinnya. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan 

dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia merupakan badan yang berada dibawah 
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naungan majelis ulama Indonesia. Konsumen adalah semua individu dan rumah 

tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi pribadi.
47

 

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa. 

5. Sertifikat Halal 

 Adanya sertifikat halal secara umum merupakan salah satu bentuk 

pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada 

warganegaranya. Hal ini lah yang menjadi dasar bahwa negara juga perlu 

memberi perlindungan serta jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi 

maupun digunakan masyarakat. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu 

produk yang dikeluarkan oleh badan penyelanggara jamianan produk halal 

berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia.
48 

 

Sertifikat halal adalah pengekuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa 

halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada banyak produk 

yang beredar dimasyarakat untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-haru. Sesuai 

aturan dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal. 
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Produk yang wajib mempunyai sertifikat halal pada dasarnya terdiri atas dua 

jenis yaitu, barang dan jasa. Secara sekilas perbedaan barang dan jasa bisa dilahat 

dari wujudnya. Barang mempunyai bentuk fisik, sedangkan jasa tidak. Barang 

punya berat, dimensi dan ukuran sedangkan jasa tidak. Barang punya bahan baku 

sedangkan jasa tidak. Menurut Fandy Tjiptono definisi barang adalah produk yang 

berwujud fisik sehingga dapat dilihat, dirasa, diraba, disentuh, disimpan, dan 

diperlukan fisik lainya.
49

 Barang yang harus bersertifikat halal yaitu:
50

 

1. Makan dan minuman 

2. Obat 

3. Kosmetik 

4. Produk kimiawi 

5. Produk biologi 

6. Produk rekayasa 

7. Barang gunanan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. 

Jasa merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

manusia yang sifatnya tidak berwujud. Definisi jasa menurut Phillip Kotler jasa 

adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud) dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan sesuatu.
51 

Sementara itu jasa yang wajib memiliki 

sertifikat halal adalah:
52

 

1. Penyembelihan 

2. Pengolahan 

3. Penyimpanan 

4. Pengemasan pendistribusian 

5. Penjualan 

6. Penyajian 
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Terkait dengan sertifikat halal pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal 

karena untuk memenuhi hak konsumen yang mendapat informasi dengan jelas. 

Memiliki sertifikat halal tentu akan meningkatkan kepercayaan konsumen 

khususnya konsumen muslim. Tidak hanya itu keterangan halal atau tidaknya 

suatu produk menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen untuk membeli 

suatu produk makanan. Sehingga peranan kesadaran dari pelaku usaha sekala 

Usaha Mikro dan Kecil, Menengah (UMKM) dan pada perusahaan besar untuk 

menghadirkan sertifikat halal pada setiap produknya menjadi hal yang wajib, jika 

ingin tetap dapat bersaing pada target konsumen yang di tujunya, karan dengan 

adannya sertifikat halal konsumen merasa aman didalam mengkonsumsi atau 

mengambil manfaat dari suatu produk.
53

 

Sertifikat halal ini menjadi penting karena banyak orang yang beranggapan 

jika barang yang halal memiliki lebih banyak manfaat. Baik bagi produsen 

maupun bagi konsumen. Sertifikat halal ini juga menjadi jaminan mutu dan 

kualitas dari produk tersebut. Dengan adannya sertifikat halal yang dimiliki 

pelaku usaha akan memberikan manfaat bagi konsumen, jika melihat dari sisi 

konsumen maka sertifikat halal ini juga memiliki beberapa manfaat seperti: 

1. Memberikan Ketenangan Bagi Konsumen 

Konsumen tentu akan lebih yakin jika ada logo halal pada kemasan produk 

yang mereka gunakan. Karena pada dasarnya setiap pelaku usaha yang sudah 

memiliki sertifikat halal wajib mencantumkan logo halal pada kemasan. Hal ini 

tidak lepas dari anggapan banyak orang tentang produk halal itu sendiri. 
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Konsumen menganggap produk yang halal merupakan produk yang paling aman 

untuk konsumen gunakan. Ini juga menjadi alasan tentang seberapa pentingnya 

sertifikat halal.
54

 

2. Sertifikat halal menjamin kualitas produk 

Untuk mendapatkan sertifikat halal sendiri membutuhkan proses yang cukup 

ketat. Sehingga tidak sembarang produk bisa lolos. Semua produk yang bisa lolos 

menjadi jaminan jika produk tersebut aman untuk di konsumsi dan di gunakan, 

bahkan hal ini tidak hanya berlaku untuk produk makanan saja jaminan produk 

halal ini juga berlaku untuk produk lain seperti kosmetik dan obat-obatan.
55

 

Manfaat bagi pegusaha jika memiliki sertifikat halal yaitu bisa menjadi nilai 

lebih. Dengan memiliki sertifikat halal produk bisa masuk ke pasar halal global, 

kini mulai banyak pasar global yang mewajibkan barang yang ada untuk memiliki 

sertifikat halal. Dengan adannya sertifikat halal pengusaha juga dapat menjangkau 

banyak negara muslim. Meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga ketika 

produk yang pelaku usaha edarkan dan di perdagangkan memiliki sertifikat halal 

tentu in akan meningkatkan kepercayaan konsumen.
56

 

Secara umum syarat untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu untuk industri 

pengolahan makanan tidak menggunakan bahan yang mengandung babi atau 

produk turunannya. Tidak menggunakan bahan yang mengandung barang yang 

memabukan atau produk turunannya. Semua bahan makanan yang berasal dari 

hewan harus berasal dari hewan halal yang proses penyembelihannya menurut tata 
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cara dan syarat islam. Kecuali untuk produk makanan yang bahannya adalah 

hewan yang hidup di air. Semua produk tidak boleh mengandung bahan yang 

diharamkan ataupun tergolong ke dalam najis. 

Tiga jenis sertifikat halal, Humas Majelis Ulama Indonesia menyampaikan 

yaitu, sertifikat halal untuk industri pengolahan, sertifikat halal untuk industri 

makanan, sertifikat halal untuk rumah potong hewan. untuk menjamin 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen pemerintah juga tela 

menetapkan kewajiban khusus bagi pengusaha yang memproduksi maupun 

mengedarkan produk tidak halal melalui beberapa poin yaitu pada Pasal 2 Ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal, yang isinnya: produk yang berasal bahan yang diharamkan 

dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan 

produk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak 

halal.
57

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi karya dari Anasrun 

Dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa 

yang beredar di Kelurahan Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten 

Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen”. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan ini diharapkan 

menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan 
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konsumen. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis, yaitu pembahasan 

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan 

konsumennya.
58

  

Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah sama sama 

membahas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, akan tetapi dalam penelitian 

ini terdapat perbedaan, dimana penelitian terdahulu ini membehas tentang produk 

makanan yang telah kadaluarsa, yang mana pelaku usaha mempunyai tanggung 

jawab yaitu memberikan penggantirugian atas kerusakan, pencemaran atau 

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. 

Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah terfokus pada pencantuman 

Sertifikat Halal pada produk makanan di Kecamatan Tuah Madani, dan juga 

lokasi penelitian ini berbeda, dimana penelitian terdahulu berlokasi di Kelurahan 

Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 

2. Skripsi karya dari Andri Alatas 

Dengan judul “Pengawasan dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

dalam Labelisasi Pangan Olahan Impor di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan” penelitian ini 

dilakukan oleh Andri Alatas, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang penulis teliti, yaitu tentang lebelisasi.
59
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Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah tentang lebelisasi, namun 

didalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu, dalam penelitian 

terdahulu ini, terfokus hanya pada pelaksanaan pengawasan makanan dan 

minuman tanpa izin edar di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang penulis 

teliti adalah terfokus pada pencantuman sertifikat halal pada produk makanan di 

Kecamatan Tuah Madani. 

3. Jurnal karya dari Fitris Vega Sylvania Mujiono 

Dalam jurnalnya “Analisis Pengaruh Label Halal, Pendapatan dan Harga 

Produk Terhadap Preferensi Konsumen dalam Keputusan Pembelian Produk 

Makanan Impor”. Jurnal ini menguraikan tentang untuk mengetahui dan 

menganalisis bagaimana pengaruh dari variabel label halal, pendapatan dan harga 

produk terhadap preferensi (kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih 

disukai dari pada yang lain) konsumen dalam keputusan pembelian produk 

makanan impor. Menunjukkan secara serentak maupun persial seluruh variabel 

bebas lebelisasi halal, pendapatan dan harga produk memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap preferensi konsumen dalam pembelian produk makanan 

impor. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah terfokus pada pencantuman 

Sertifikat Halal pada produk makanan di Kecamatan Tuah Madani.
60
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum sosiologis yang artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke 

lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat.  Atau bisa 

juga diartikan sebagai penelitian lapangan. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan, dan gejala atau kelompok tertentu, untuk 

menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain 

dalam masyarakat.  

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitan ini menggunakan pendekatan penelitan kualitatif. Peneltian 

kualitatif adalah penelitan yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan kata-kata berdasarkan 

teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi 

yang alamiah. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. 

Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat yang diharapkan bisa memberikan 

informasi yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang diangkat. Sesuai dengan 
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judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, tepatnya di 

LPPOM MUI Provinsi Riau. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu 

karena ada persoalan yang ingin penulis ketahui dan membandingkan dengan 

aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan penelitian. dan penulis melakukan 

pra survei di Kecamatan Tuah Madani. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang 

akan diteliti.
61 

Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai 

ciri-ciri yang sama.
62

 Populasi yang penulis ambil adalah pengusaha makanan di 

Kecamatan Tuah Madani. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi.
63

 Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu yang 

diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sampel 

dalam penelitian ini adalah Ketua MUI Provinsi Riau, Direktur LPPOM-MUI 

Provinsi Riau, Direktur JPH dan Pengusaha makanan UMKM di Kelurahan 

Sialangmunggu, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani. 
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Tabel III.1 

Populasi dan Sampel 

No. Responden Populasi Sampel Preentase 

1. Humas MUI Provinsi Riau 1 1 100% 

2. Direktur LPPOM-MUI 

Provinsi Riau 

1 1 100% 

3. Direktur JPH 1 1 100% 

4. Pengusaha makanan 

UMKM 

9 6 67% 

5. Konsumen Makanan yang 

tidak bersertifikat halal 

100 35 35% 

 Jumlah 112 44 39% 

Sumber: Olahan Data Penelitian 2022 

E. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan 

penelitian yang telah ditentukan. penulis menggunakan dua sumber data. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari 

objeknya.
64

 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari pihak Dinas Lembaga Pengkajian Pangan 

Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang 

dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini 

peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak 

langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. 

Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan 

perundang-undangan dan sebagainya.
65

 Data sekunder tersebut terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah suatu data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara 

jelas dan nyata, data primer diapat secara langsung yaitu dengan 

melakukan wawancara. Dalam hal ini data bersumber dari Direktur 

LPPOM MUI Provinsi Riau dengan menggunakan alat pengumpul data 

berupa wawancara. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari perundang- 

undang, buku-buku, jurnal dan pendapat para ahli yang berhubungan 

dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

dan disertasi. 

3. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. 
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F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat 

langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. yang mana peneliti turun 

langsung untuk mengumpulkan data di lapangan. Observasi dilakukan sesuai 

tujuan penelitian serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang 

matang. 

2. Wawancara 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan 

secara sistematik. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data 

dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan 

penelitian. 

3. Angket 

 Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menyusun suatu daftar pertanyaan secara tertulis terhadap responden yaitu 

konsumen makanan kerupuk yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan 

Tuah Madani Kota Pekanbaru. 

4. Studi kepustakaan 

Yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 
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publikasi, dan hasil penelitian.
66 

Penulis mengambil data-data yang berhubungan 

dengan masalah yang akan penulis teliti. 

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

menggambarkan apa yang telah didapatkan dari wawancara baik secara lisan 

maupun secara tertulis. Adapun penarikan kesimpulan yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah metode induktif, yang mana cara penarikan kesimpulan 

dilakukan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.
67
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait dengan bagaimana Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak 

memiliki label halal di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, maka dari 

uraian di atas penulis mengambil kesimpulan diantarannya yaitu: 

1. Permohonan sertifikat halal pada makanan yang diperdagangkan dan diedarkan 

di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru masih minim, hal ini dibuktikan 

dengan masih banyaknya makanan yang beredar namun tidak memiliki 

sertifikat label halal. Adapun untuk pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat 

label halal sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku 

usaha yang mendapat sanksi, karena sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi 

ringan dan bukan sanksi berat seperti tidak diizinkan berdagang dan 

mengedarkan makanan yang belum memiliki sertifikat halal atau penutupan 

permanen usaha. 

2. Faktor yang mempengaruhi terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat 

halal di Kecamatan Tuah Madani yaitu faktor masyarakat, faktor kesadaran 

hukum pelaku usaha, faktor sosialisasi dan faktor biaya 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, agar pelaku usaha melaksanakan kewajiban 

terkait dengan sertifikat halal. saran yang dapat diambil penulis dari hasil 

penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pemangku kepentingan dapat melaksanakan sosialisasi yang lebih 

fokus kepada untuk memahamkan kesadaran hukum pelaku usaha dan juga 

masyarakat sehingga akan mendapat hasil yang lebih optimal dan sesuai 

dengan harapan. 

2. Sebaiknya pelaku usaha harus lebih memahami terkait dengan kewajiban-

kewajiban pelaku usaha didalam memenuhi hak bagi konsumen terkhususnya 

pada sertifikat halal pada produk makanan. 

3. Dari pihak pemangku kekuasaan sebaiknya segera menindak lanjuti terkait 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terkait sanksi yang 

akan diberikan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal 

namun sudah memperdagangkan dan mengedarkan produk makanan, sehingga 

bisa menjadi efek jera bagi pelaku. 

4. LPPOM-MUI sebaiknya melakukan pengawasan lebih terhadap pelaku usaha 

yang ada. 
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DAFTAR PENGISIAN ANGKET 

A. Kata Pengantar 

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk 

memperoleh data tentang “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan 

Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat halal” 

B. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Berilah tanda (X) pada kolom jawaban yang Bapak/Ibu pilih. 

2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian. 

3. Kejujuran Bapak/Ibu sangat diperlukan dalam pengisian angket ini. 

C. Identitas Mahasiswa 

Nama : Masrori Alfaurananda 

NIM : 11820712179 

Fak/Jur : Fakultas Syariah dan Hukum/ Jurusan Ilmu Hukum 

D. Identitas Responden 

Nama : 

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan 

Jenis Pekerjaan : 

E. Pertanyaan 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk makanan yang dikonsumsi sudah 

memiliki sertifikat halal?  

□ Tahu 

□ Tidak Tahu 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akan pentingnya memiliki sertifikat halal 

pada makanan? 

□ Tahu  

□ Tidak Tahu 

3. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui bahwa sertifikat halal diwajibkan untuk 

produk yang diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah indonesia?  

□ Tahu 

□ Tidak Tahu 
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